?{PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 14 TAHUN 2oos

- e TENTANG i .

IZlN REKLAME DAN PENGELOLAAN TITIK LOKASI REKLAMI:

: : DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA :

o  BUPATI KARANGANYAR, |

Menimbang = : a. bahwa keberadaan reklame sebagau salah satu alat{;“
S . :" :promOol Suatu prOdUk perlu dlatur pemasangannya agafﬁ,kf,f—b‘:i‘_ :
:,i,ﬂ~,’.~“-sesua| dengan- rencana tata ruang, etlka estetlka dan;}'
~ ketertiban masyarakat; s aon. s e
b, bahwa salah satu upaya Pemerlntah Daerah dalamf
~ mengendalikan pemanfaatan reklame Iuar ruang adalah:g, o
. dengan menentukan titik lokasi reklame; -
e N bahwa dalam rangka pemblnaan pengenddhan dan"',j
- pengawasan atas pemasangan reklame Perlu?rmengatur,v e
o izin reklame dengan Peraturan‘Daerah i

.AUndang Undang Nomor 13 Tahun ‘1950: tentang'i{;f
- Pembentukan Daerah-daerah ; Kabupaten  dalam
~Lingkungan Provms: Jawa Tengah (Berlfa Negara tanggalﬂ L
S 8Agustus 1950) i S
2, Undang-Undang Nomor 5 Tahl.n 19b0 tentang'?‘f;f,
- Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agrana (Lembaran:-;;,;
- Negara. Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104;,’«,’;’}3:’
' Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043 ); §
o230 Unddng Undang Nomor 8 'Iahun 1981 tentang Hukumgf,.,g*:‘ A
~ Acara Pidana: (Lembaran Negara Republik Indonesia = =
o Tahun 1981 - Nomor 76 I'ambahan Lembaran Negara,;_}ii’; Chomel
... Nomor3209);, .
® o4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak‘
...~ ... Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubhk; S
" Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran ~ =
- Negara: Repubhk,‘.lndonesm Nomor 3686), sebagaimana -~
. telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun . = =
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
~ Nomor 246, Tambahan f..embaran Negara Republlk'w e
e ._w}’,r'_'ilndonema Nomor 4548); - o £
' ‘*ﬂg;f;’ij.rLUndang Undang Nomor 10 Tahun ; 2004 tentang"r T RO
- . Pembentukan Peraturan Ferundang undangar. (Lembaran' R N
‘Negara - Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
St Tambahan Lembaran Neqara Repubhk IndoneSIa Nomor Gl
4389
6. Undang- -Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang-f
~Pemerintahan Daerah (Lembaran , Negara Republik =~
_ Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
o Negara Republik - lndonesua Nomor 4437), sebagalmana
~ telah diubah dengan’ Undang undang:; Nomor 8 Tahun
o 2005 (Lembaran Negara Republik lndonesla ‘Tahun 2005
: Nomor 108, Tambahan Le 'baran Negara Repubhk
'IndoneS|a Nomor 4548) . ‘

;‘},A: !

it
i
)

Pardf .....



' Menetapk an

~ Nomor. 132, Tambahan
e ;lndonesna Nomor 4444) ; , i ;
8. Peraturan -Pemerintah Nomor 66 Tshun 2001 tentang‘f
" Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik- Indonesia .
~ Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Snitie
. :,lndoneSIa Nomor 4139); | L

), Peraturan ‘ Daerah

i % o

: Llngkungan

Dengan Persetu;uan Bersama

'dan

BUPATI KARANGANYAR

- MEMUTUSKAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

.Pemermtah Daerah adalah Pemenntah
, Karanganyar i g :

‘ ' Bupaﬂ adalah Bupata Karanganyar

o ".-fondang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan“ﬁj*"‘f“f :
(Lembaran Negara - Repubhk Indonesia  Tahun 2004 =
Lembaran Negara Repubhk_ L

i . Kabupaten Daerah Tlnqkat Il.f Lanishaaany
Karanganyar ~Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik =
. Pegawai Negerl - Sipil

- Kabupaten Daeran ngkat 18 Karanganyar (Lembaran =

- Daerah Kabupaten Daeran ngkat I Karanganyar Tahun'

»,'1991 Nomor49) S ; GRERRT e

Pemerintah

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPAT EN KARANGANYAR

. t';]‘:‘;-'"PERATURAN DAERAH TENTANG 1ZIN- REKLAME DAN
PENGELOLAAN TITIK LOKASI REKLAME o

e Dalam peraturan daerah ini Yang dlmaksud dengan
1. 'Daerah adalah Kabupaten Karanganyar o o
Kabupaten S

; ,Pe}abat yang dltunjuk adalah Pegawa. yang dxben tuqasl;’_« (=
~ tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan]}f*vj G
- yang berlaku ; N SR e
,’Reklame adalah benda, alat perbuatan etau medla yangf f T e
. menurut. bentuk susunan dan corak - ragarnnya untuk -
- tujuan. komersial,” dlpergunakan untuk memperkenalkan{.f-f
e menganjurkan atau memuiikan suatu barang, jasa atau
. orang, ataupun untuk menank perhatlan umum kepadaﬁ},,,
- suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau
~ yang dapat dilihat, dlbaca dan atau, dldengar dan suatu
v-‘,,,jftempat oleh umum e Dt :

P




», "f,ﬁ,VGV.ffBadan adalah suatu bentuk badan usaha yang mehputl perseroan terbatas L

~perseroan komanditer, | perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau S
' ﬁrdaerah dengan nama dan dalam bentuk apapun persekutuan perkumpulan, - oo
firma, kongsi, koperasu yayasan atau organisasi yang sejenis, ,lembaga dana f,:.j;“ e

s pensnun bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

7. Tempat pemasangan rekiame adalah set|ap ruang baik dalam bentuk benda et G

""'-‘_‘v‘;reklame el o el B
- 8. Reklame Iuar ruanq adalah reklame yang dltempatkan dl luar ruangar

si adalah kerelaan kedua belah plhak untu& bersedla sahng memberl .

kayu/besnlseng/bahan |am yang dlpasang dengan tlang, 5

- bergerak atau benda tudak bergerak yang dimiliki dan atau dikuasai oleh"?,if.?,jf e
- pemerintah atau swasta dan dlpergunakan sebagan tempat pemasangang"

'.'“.'?'Hak pengelolaan adalah hak untuk mengelola tltlk lokasn rekla'ne luar ruang, G

1’%‘4Reklame billboard  zdalah  reklame yang terbuat dan papan/‘{‘ff'f"rﬁ

o ;14 Reklame megatron adalah reklame yang terbuat dari papan/ besn/senglbahani'; :

lain yang dtpasang dengan tiang dan ditambah peralatan mekanik elektromk

bahan yang dnpersamakan

L paBn S
- KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

mem|l|k| izin rerdame | ‘ i
! reklame tldak d;kenakan blaya

Pasal 3

{.,'”‘ berlaku selama 1 (satu) tahun

5 (2) Penyelenggara reklame dapat mengajukan lzm reklame l\embah apabsla masaif:j:ljv
o -bPrIaku lzm reklame akan berakhur I o

: berakhlr

Pasal 4

' _§:;15 Reklame baliho adalzh reklame yang terbua* dan papan dtau tnplnk atau_'f'ﬁf)f}"i_-f

(1‘) Set:ap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame Wajlb.".:w; : } :,'..1

(1) Izin reklame sebaganmana dlmaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah'

‘(3) Pengajuan izin reklame ﬁsebaga:mana dlmaksud pada ayat (2) Pasal :nu‘}'fj"f
- “dilakukan selambat—lambatnya 14 (empat belas) hari. sebeium uzm reklame;,l";_,_:,:;g-ﬁ

e (1) Permohonan izin reklame sebagalmana dxmaksud dalam Pasal 2 ayat (1 ) o

Peraturan Daerah ini dlsampaikan secara tertulls kepada Bupa’n
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‘ '  ‘ (2) Ketentuan leblh 'anjut tentang tata cara memperolah mn reklame dxatur leblh

: lanjut dengan Peraturan Bupata s

_.~‘j BAE!HI
- NASKAH REKLAME

- Pasal 5

| ,“Penyusunan naskah reklame wajnb memenuh| ketentuan seoaga; berlkut ,

. a tldak bertentangan denogan masalah Suku Agama Ras dan Antar Golongan
‘ ; b tidak bersnfat pornograﬁ e ‘ | | k
s o t|dak melanggar etika mo.al
d..

hdak melanggar ketertlban umum

e L I3ABIV o ey
. S PENGELOLAAN TITIK LOKASI REKLAME

Pasal 6

vafv,"Peméryiht‘é‘h:‘—iD'a'érah"i dalam - rangka pengendahan dan penataan rékle‘gn1ef‘v”:ff5‘
"7V"ﬁ_melakukan",Pengelolaan,tituk lokasu reklame R e e

Pasal 7

( )Pengelolaan tmk loka3| reklame sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 6

- i Peraturan Daerah lru dapat dulakukan oleh badan hukum dtau perseorangan

: Bupau

Pdsal 8

 (2) Pengelolaan t|t|k IokaS| rexlame sebagalmana dumaksud dalam Pasal b e
53 Peraturan Daerah ini d&lakukan untuk settap tmk lokaS\ reklame i

; .(3) ka lokasu reklame dltetapkan oleh Bupatl berdasarkan nllal btrategus masmg-; }f"f
: masmg titik. lokasn reklame sebaganmana tersebut dalam Lamplrdn F’eraturan_g”,: o

(4) Penunjukan pengelola tmk lokasx reklame dlteiapkan oleh dengan Pnraturdn“f}‘,” 5

‘7];‘:[‘:(1)Pengelolaan ftik Iokasi Ireklame yang dllakukan oleh badan hukum atau,; .,

perseorangan dllakukan dengan snstem penawaran terbuka

f;i"f( \

i { :;_ Pasal 9

;'(1) Pembenan hak pengelolaan tmk Iokasn reklame kepaca badan hukum atau‘iyf ‘
perseoranqan dlkenakan konses: Ll e '

& (2) Nllal konses: dltentukan berdasarkan harga penawaran temnggl

)Pelaksanaan Ieblh lanjut snstem penawaran terbuka sebaqalmana dumaksudfff,‘_vr::_‘
i pada ayat (1) Pasal mu dlatur leblh lanjut dengan Peraturan Bupah G S e




reklame
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(2) Pelaksanaan 'eblh Ianjut perjanjlan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)']1
con Pasal nnt dlatur Ieblh lanjut dengan Peraturan Bupatl = :

Pasal 10

Pasal11 e

e KEWAJIBAN "

Pasal 12

£ Penyelenggara reklame dnwajlbkan

L ;z} C Menjaga dan memehhara bangunan reklame dalam keadaan baik

BABVlif§¥§ '“ -
PENCABUTAN 1ZIN

Pasal 13

Izm reklame dlcabut apablla L

S *yang dlberlkan

Pasal 14

PERES R
M}»;

'*’Pencabutan xzm reklame dxlakukan melalw proses penngatan secara tertuhs:
‘ sebanyak 3 (tlga) kaln berturut turut dengan tenggang waktu masmg masmg satuf ‘

;mlnggu 5

'*v';];»;f'(1)Dasar pengenaan konsesn adalah harga pasar nllal stratpgus t|t.k lokasra.‘f.;ff5/5"7»1

Ca (2\ Harga pasar nilat strateg|s tmk Ioka51 reklame sebagalmana tersebut dalarn’},"" m[ e
»,;jlamplran Pera(uran Daerah .nu ' , i , : D

(3) Perhltungan nllan konses: serendah-rendahnya adalah harga pasar nllal_f':; o
o strategls tmk Iokasn reklame per m2 X luas bangunan reklame S

(1) Hak pengelolaan tutlk Iokaqn reklame yang dlbenkan kepada badan hukum atauv] - o
- perseorangan dilakukan dengan perjanjian antara pemer intah daerah dengan:,_ i
pengelola palmg Iama 3 (tnga) tahun dan dapat duperpanjang B

o a. Memasang stiker atau tanda yang dubenkan oleh mstans. dan membubuhkan"‘;_l e i
~+ tulisan masa berlaku reklame pdda reklame yang dcpasang : :

b :iMengganti keruglan kepada Pthak Ialn dan aknbat vang dltlmbulkan ataS/',":",‘:"":.“;"
gt o pemasangan reklame. | e o S g

a.:'l PenYelenggara rekiame tndak memenuhl kewajlban sebagalmana dlmaksud“ ‘ﬁ f, o
S dalam Pasal 5, 7 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini. ' : : :

B, ' Penyelenggara reklame memasang reklame t|dak Qeaual dengan |zm reklame' . .
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N BABvu i
e PEMBONGKARAN REKLAME

Pasa| 15

Pe r bongkaran reklame dan atau bangunan reklame dllakukan dalam hal

a pendlnan reklame dllakukan tanpa nzm o e e eSO
. izin reklame telah dlcabut g S R
:rn‘nasangan reklame txdak sesua: :zm :f * P e
angka waktu Demben lan 1zm telah berakhlr

o \‘ Pasal 16

(1) Ketentuan pembongkaran sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 15 Peraturan,s,j;
;Daerah ini dilakukan apabila pemegang izin’ ‘danjatau: penyaianggara reklame
tidak . membongkar reklame dan/atau- bangunan reklame setelah yang
o bersangku'an diberi perlngatan tertulis. iy

2)‘Reklame dan/atau bangunan " reklame - yang tldak dlbongkar olehf{%' ‘
i penyelenggara reklame menjad| mn'lk pemerlntah daerah oo

3) Biaya yang umbut dan pembongkaran sebagaunan dumaksud dalam Pasal 15
Peraturan Daerah ini menjadl tanggungjawab dan atau dlbebankan pada'vi,;
enyelenggara reklame o SES e i e o S

o e e i e

BAB VIII :
KETENTUAN PENYIDIKAN

" o Pasal 17
e (1) Pejabat Pegawa| Negern Slpl| tertentu dl lmgkungan Pemermtah Daerah dlbengﬁﬁ
~ wewenang khusus sebagal ‘penyidik - untuk melakukan - penyidikan = atas

~ pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagalmana dlmaksud‘:];:

,} g dalam undangundang hukzum acara pldana yang berlaku

o (2) Wewenang penyxd|k adalah

W a."'Menenma mencar mengumpulkan dan menehtn keterangan atau uaporan
- berkenaan dengan pelanggaran terhadap Peraturarn Daerah ini agar
gj;-jketerangan atau !aporan tersebut menjadl lebnh Iengkdp dan Jelas e

,"?‘Menelm mencar: dan mengumpu!kan keterangan mengenal orang pnbadlf
' atau badan tentang kebenaran perbuatan yang d.lakukan sehubunganii:
j{;ﬁdengan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;. S

, ;";{Memmta keterangan dan bahan buktu dari’ orang pnbadl atau ~badan’
~ sehubungan dengan pelanggaran terhadap Peraturan Daerahini:

,;,,,f»”.i?.'Memenksa buku- buku fatatan-catatan dan dokumen-dokumén lainv: ,
berkenaan dengan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah lm

" e. Melakukan' penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan
e pencatatan, dan dokumen-dokumen lam serta me!akukan penyitaani i
o terhadap bahan bukti: te§rsebut Lo B Sl Sy

I
1
it
{



1
4

f Memlnta bantuan tenaga ahh dalam rangka pelaksanaan tugas penyldlkanv ¢

pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini; .~

o :;}{-‘Menyuruh berhenti dan melarang seseorang memnggalkan ruanqan atau o

' tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memerksa

- Peraturan Daerah ini; .

- j'adentltas orang dan dokumen yang dlbawa sebagalmana dlmaksud pada»;"’f:-;_, E

".'ff‘Memotret seseorang yang berkal.an dengan pelanggaran terhadap

i f_:i.f'f,Memanog|I orang untuk dldengar keterangannya dan dmenksa sebagal'jff e

. tersangka atau saksi ;’
& S ,Menghentukan penyldukan

"‘"«"'.r":‘l\/'elakukan tindakan - Ialn yang perlu untuk kelanbaran peny|d|kan

'pelanggaran terhadap Peraturan Daerah lm

, beﬂaku

b BAaBX |
| KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Rp5 000. OOO OO (llma juta rupxah)
pelanggaran

Gl BABX -
ETENTUAN PERALIHAN

. 71‘7?, Pasal 19

(é)gPenyuduk sebaga|mana dlmaksud dalam ayat (1) Pasal |n|' membentahukan
~dimulainya penyidikan dan menvampazkan hasil penyldlkannya kepada]’;.-,{i S

_ penuntut - umum ‘melalui penyidik pejabat  polisi negara sesuai dengan
*ketentuan yang dnatur dalam undangundanq r‘ukum acara p!dana yang SethiT et

| .(1)Setlap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagalmana -
- dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini dipidana dengan pidana
- kurungan selama- Iamanya 3 (tlga) bulan atau denda sebanyak—banyaknya] Sk

;",,(2) deak pldana sebaaanmana dlmaksud pada ayat (1) Pasal |n| adalah'f"-.f

Izm reklame yang telah d:mullkz sebelum berlakunya Pnraturan Dac-rah ini masmj
. tetap berlaku- sampa: dengan rnasa berlaku lzm reklame yang barsangkutan; Sl e

o - f', berakhlr S

S BABXI
A ,fKéETENTUAN PENUTUP

. Pasal 20

~ Hal- haI yang belum duatur dalam oeraturan daerah Inl separjang mengenax
pelaksanaannya dlatur lebih lanJut dengan Peraturan Bupatn o

o Paat.



Pasal 21

: ‘_','Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal dlundangkan

‘Agar setlap orang mengetahumya memenntahkan pengundangan peraturan
daerah - “dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupatenf

. Karanganyar L

- Dltetapkan dl Karanganyar ,
- pada tanggal 24{ Bpril 2aoé

NGANYA ’

Hj RlNA lRl | Ay INGSIH SPd MHumj

) Dlundangkan di Karanganyar .
pada tanggal 2% /‘?'Dml 7\009




| PENJELASAN
o PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR e
. NOMOR 14 TAHUN 2006 L

TENTANG

lZIN REKLAME DAN PENGELOLAAN TITIK LOKASI REKLAME

-1.L.UMUM LT e s g S
P Reklame adalah benda alat perbuatan atau medla yang menurut bentuk} et
‘,ﬂ_ﬂsusunan dan corak ragamnya untuk tuJuan komersial, - dlpergunakan untuk -
'fmemperkenalkan menganjurkan atau: memujikan suatu barang, jasa atau: . - o
' .orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau
- . orang yang dltempatxan atau yang dapat dullhat dlbaca dan atau dsdengar dan Do
»j’}{,suatu tempat oleh umum ’ Gy
e Keberadaan reklame sebagal salan satu alat prom03| suatu produk per!u:f_l},j‘b"[j-;
e 'dlatur dalam’ pemasangannya agar sesual dengan rencana tata ruang, rasaﬁ;’; i
- kemdahan dan ketertiban ruang.- Sl
S - Dalam rangka pemblnaan pengendahan dan pengawasan atasf;;
pemasangan reklame perlu adanya pengaturan dalam bentuk izinreklame dan =~
~ untuk memberikan kepastuan hukum atas pengaturan rnengeriai perizinan .
. reklame di Kabupaten Karanganyar periu - membentuk Peraturan Daerahz
{'tentang Iz:n Reklame dan Pangelolaan ka Lokasn Reklame ' e

1. PASAL DEMI PASAL L
- Pasal 1.0 ,‘Cukup jelas

*_j_,.Pas‘alﬁZg : - c Cukup Jelas

. Pasal3 . Yang dlmaksud dengan Sy ' e L
..o a Orang pribadi atau. badan adalah orang pnbad) atau:‘ijf;*
~/badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk =

. dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas. namaﬂf
e v-ipnhak lain yang menjadi tanggungannya e
~~b. Menyelenggarakan reklame - adalah selu uh‘ proses S
keglatan pemaeangan rekiame e i

g Pasal4 "f'Cukup Jelas |

o Pasal 7 :‘Cukup jelas L
g;rk’PasaI 8 kCukup Jelas».i S
*i,‘f;,f;ffPasa| g if,k';"»:-',;f".‘Cukupjelas;_f S

b "~"’:j"PasaI 10 ‘ Cukup ,e,as';f

e 'v"Pasal 11 . [fu*,Lukup Je!as.‘}’_,;«{




e

. ’,;:'F:Pasa\ 14 '
ﬁéséi‘jﬁs o
o Pesaltr
':,’::}?:Pasal 18   " 7 ;
};Pasal 19

o ‘;ff’l:Pasal 20,' : ffCukup Jelas'.k":_ S

” :Cukupjp;as'

:

g "Cukup Jelds;ﬂf ,
i lCukUP Jelas-;: s

Cukup Jelas.;:" e

S Cukup Jelas;}i‘~v S

CUkUPJelaS e L




